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MOTTO 

 

” INDE DATAE LEGES BE FORTIOR OMNIA POSSET” 

  Law were made lest the stronger should have unlimited power 

(hukum dibuat, jika tidak maka orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas).” 

 

*** 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Umum 

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan 

terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama 

Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana 

ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. 

Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan 

transliterasi ini. 

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan 

oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan atas Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Ke  budayaan 

Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, 

sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic 

Transliteration), INIS Fellow 1992. 

B. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

  Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa S Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha" H Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha  Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د
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 Zal Z Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Shad S Es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad D De (dengan titik di bawah) ض

 Tha T Te (dengan titik di bawah) ط

 Zha Z Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ...”... Koma terbalik di atas" ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qaf Q Ki ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Wau W We ك

 Ha H Ha ق

 Hamzah ...‟... Apostrop ء

  Ya  Y Ye م

 

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka 

dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di 

tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‟), berbalik dengan 

koma („) untuk pengganti lambang “ع”. 
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C. Vokal, Panjang, dan Diftong. 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, 

kasrah ditulis dengan “i”, dlommah ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-

masing ditulis dengn cara berikut: 

Vokal Panjang Diftong 

A = fathah Â قاؿ menjadi qâla 

I = kasrah Î قيلmenjadi qĭla 

U = dlommah Û دكف menjadi dûna 

 

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ ĭ “, melainkan 

tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk 

suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh 

berikut: 

Diftong Contoh  

Aw = قوؿ كmenjadi qawlun 

Ay =خير مmenjadi khayrun 
 

 

D. Ta’ Marbûthah (ة)  

Ta‟ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila 

ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan meng gunakan 

“h” misalnya الرسػالة للمدرسػة menjadi alrisalat li al­mudarrisah, atau apabila berada di tengah-

tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan 
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dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  فى رحمة الله  

menjadi fi rahmatillâh. 

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah 

Kata sandang berupa “al” (اؿ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, 

sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan 

(idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:  

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …  

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …  

3. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun.  

4. Billâh „azza wa jalla 

F. Hamzah  

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.Namun itu hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan di akhir kata.Bila terletak di awal kata, hamzah tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

 Contoh:  

 umirtu – أمرت syai‟un – شيء

 ta‟khudzûna – تأخذكف an-nau‟un – النوف
 

G. Huruf Kapital 

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam 

transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan 
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untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf 

awal atau kata sandangannya. 

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang 

lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf 

atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak diperlukan. 

 

 

 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf dituis secara terpisah. Bagi kata 

kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan 

kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan mka penulisan kata tersebut dalam 

transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dipisahkan pada setiap kata atau bisa 

dirangkaikan. 
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ABSTRAK 

 

Navisa Tul Zahro, NIM 16210169. Implementasi Perjanjian Perkawinan Bagi Keluarga 

Pekerja Profesional (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang 

Kota Malang). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. 

Erfaniah Zuhriah, M.H.  

 

Kata Kunci :Implementasi,Perjanjian Perkawinan,Pekerja Profesional, KUA Malang   

 

Dalam Pernikahan terdapat Perjanjian perkawinan yang merupakan suatu perjanjian 

yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Salah satu jenis perjanjian 

perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang adalah perjanjian perkawinan tentang 

pemisahan harta. Orang yang melakukan perjanjian perkawinan mayoritas yang mempunyai 

latar belakang pekerja profesional dan orang-orang yang mengetahui atau faham hukum.  

Penelitian ini akan membahas tentang implementasi perjanjian perkawinan bagi pekerja 

professional yang berada di Kantor Urusan Agama Kota Malang dengan topik 

permasalahanya yaitu  apa motivasi bagi mereka yang melakukan perjanjian perkawinan dan 

peranan Kantor Urusan Agama dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut.   

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yurudis empiris, dikarenakan penelitian 

dilakukan dengan cara langsung mencari data di 3 KUA yakni, KUA Blimbing, KUA 

Kedungkandang, KUA Lowokwaru dengan cara wawancara. Data diperoleh melalui 

wawancara dan dilengkapi dengan catatan lapangan serta foto dokumentasi. Sedangkan 

metode pengolahan data peneliti melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, analisis dan 

kesimpulan 

Motivasi bagi calon pengantin ataupun pasangan pengantin melakukan perjanjian 

perkawinan adalah dikarenakan memang merasa bahwasanya memerlukan menuliskan 

perjanjian perkawinan dan itu merupakan salah satu dari kebutuhan dalam hidupnya. Begitu 

juga mereka beranggapan dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut mereka merasa 

aman di bawah naungan hukum.  Orang-orang yang melakukan perjanjian perkawinan itu 

mempunyai alasan masing-masing yang mana bisa disimpulkan mereka memang mebutuhkan 

untuk melakukan perjanjian tersebut. Salah satu alasan yang terpenting adalah untuk 

melindungi diri dari ketidakadilan ataupun percampuran harta dalam rumah tangga. Didalam 

melakukan perjanjian perkawinan tersebut Kantor Urusan Agama memiliki peranan yang 

sangat penting yakni mencatatkan perjanjian perkawinan tersebbut di dalam akta nikah 

yangmana tidak dilakukakn oleh notaris. 
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ABSTRACT 

 

Navisatul Zahro.  NIM 1621069.2020.  Implementation of Marriage Agreement for 

Professional Workers' Families (study at Malang City Religious Affairs Office).  Thesis, 

Al-Ahwal Al Syakhsiyyah.  Sharia Faculty.  Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University of Malang.  Supervisor: Erfaniah Zuhriah, S.Ag, MH 

 

Key Words: Implementation, Marriage Agreement, Professional Workers, KUA Malang 

 

In marriage there is also a marriage agreement which is an agreement made at the 

time or before the marriage takes place.  One type of marriage agreement made by people is a 

marriage agreement about the separation of assets.  People who enter into a majority marriage 

agreement that has a background of professional workers and people who know or 

understand the law.  This research will discuss about the implementation of the marriage 

agreement for professional workers who are in the Office of Religious Affairs in Malang City 

with the topic of the problem is what is the motivation for those who do the marriage 

agreement and the role of the Office of Religious Affairs in making the marriage agreement. 

  This research uses empirical jurudical research type, because the research is done by 

directly looking for data in 3 KUA namely, KUA Blimbing, KUA Kedungkandang, KUA 

Lowokwaru by interview.  Data obtained through interviews and supplemented with field 

notes and photo documentation.  While the researchers' data processing methods go through 

the stages of data checking, classification, analysis and conclusions 

  Motivation for the bride and groom to make a marriage agreement is because they 

really feel that they need to write a marriage agreement and that is one of their life's needs.  

Likewise they assume with the marriage agreement they feel safe under the auspices of the 

law.  The people who make the marriage agreement have their respective reasons which can 

be concluded they really need to do the agreement.  One of the most important reasons is to 

protect yourself from injustice or mixing wealth in the household.  In carrying out the 

marriage agreement the Office of Religious Affairs has a very important role which is to 

record the marriage agreement mentioned in the marriage certificate which is not done by the 

notary. 
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 الخلاصة
 

تنفيذ اتفاقية الزكاج لعائلات العماؿ الدهنيين   ٠٢٠٢. ١۶٠١٢۹۶۱نفيسة الزىرة رقم الطالبة 
الشؤكف الدينية في مدينة مالانغ(. أطركحة، الأحوؿ آلشخصية  كلية  ة)دراسة في مكتب

الشريعة. جامعة الدكلة الإسلامية مولانا مالك إبراىيم مالانج. الدشرفة : عرفانية 
  . زىرية.س.أؽ, ـ.ق 

 
 كلمات البحث : التنفيذ ، اتفاقية الزكاج ، العماؿ المحترفوف مكتب الشؤكف الدينية في مدينة مالانغ

 
في الزكاج ىناؾ اتفاؽ زكاج كىو اتفاؽ يتم في كقت أك قبل الزكاج. أحد أنواع اتفاقات الزكاج   

التي أبرمها الناس ىي اتفاقية الزكاج حوؿ فصل الأصوؿ. الأشخاص الذين يبرموف اتفاقية زكاج أغلبية 
. فيما يتعلق باتفاقية لديها خلفية من العماؿ المحترفين كالأشخاص الذين يعرفوف القانوف أك يفهمونو

الزكاج ، سوؼ يناقش ىذا تنفيذ اتفاقية الزكاج للعماؿ الدهنيين العاملين في مكتب الشؤكف الدينية بمدينة 
مالانج مع موضوع الدشاكل ، كىي تحفيز أكلئك الذين يعقدكف اتفاقية زكاج كدكر مكتب الشؤكف 

 .الدينية في إبراـ اتفاؽ الزكاج
ىذا البحث نوع البحث القانوني التجريبي ، لأف البحث تم إجراؤه عن طريق يستخدـ           

البحث الدباشر عن البيانات في ثلاث مكاتب للشؤكف الدينية كىي مكتبة شئوف الدين الدينية 
،  (Kedungkandang) ، مكتبة الشؤكف الدينية كادكنج كاندنج (Blimbing) بالدبينج

عن طريق الدقابلة. تم الحصوؿ على  (Lowokwaru) كمكتب الشؤكف الدينية لوككؾ كار 
البيانات من خلاؿ الدقابلات كاستكمالذا بالبيانات ذات الصلة من الديداف كالوثائق الداعمة 
الأخرل. بينما تمر أساليب معالجة البيانات للباحثين بمراحل فحص البيانات كتصنيفها كتحليلها 

 كاستنتاجاتها
أف الدافع للعركس كالعريس لإبراـ اتفاؽ الزكاج ىو لأنهم استنتاج ىذا البحث ىو   

عقد الزكاج كىذا ىو أحد احتياجات حياتهم. كبالدثل فهم  يشعركف أنهم بحاجة إلى كتابة
يفترضوف باتفاؽ الزكاج أنهم يشعركف بالأماف تحت رعاية القانوف. الأشخاص الذين يعقدكف 

يمكن استنتاجها أنهم بحاجة فعلان إلى الاتفاؽ. أحد أىم  اتفاقية الزكاج لديهم أسبابهم الخاصة التي
 الأسباب ىو حماية نفسك من الظلم أك خلط الثركة في الأسرة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

 

Manusia adalah salah satu makhluk sosial yang mana tidak bisa 

hidup sendiri tanpa adanya manusia lainya. Manusia diciptakn mempunya 

ketertarikan antara laki laki dan perempuan, untuk dapat hidup bersama 

sama dan membentuk suatu ikatan yang disebut perkawinan. 



2 
 

 
 

Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, 

merupakan perjanjian sakral antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini 

merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi 

keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah 

tangga yang sakinah.
1
 

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.  

Meskipin sebuah perkawinan itu diharapkan untuk selamanya, akan 

tetapi tidak selamanya baik baik saja yang mana bisa menyebabkan 

perceraian.Bahkan saat ini perkawinan  yang dilatarbelakangi dengan 

kepentingan tertentu seperti halnya masalah harta ataupun hal  hal yang 

lain nya.  

Didalam suatu  perkawinan itu ada masalah-masalah yang 

sangatlah sensitive, salah satunya yakni tentang harta, yang mana harta itu 

bisa diperoleh dari warisan, pemberian orang tua ataupun harta bawaan 

masing masing yang bisa memunculkan persoalan.Dan pada saat ini 

munculah sedikit demi sedikit orang yang melakukan perjanjian 

perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin ataupun pasangan suami 

istri.Didalam suatu perkawinan atau yang disebut juga pernikahan itu 

                                                             
1 Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi), (Malang : UIN 

Maliki Press, 2013), 34. 
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terdapat beberapa macam perjanjin perkawinan. Salah satu dari perjanjian 

tersebut adalah perjanjian yang mana untuk memisahkan harta benda. 

Perjanjian perkawinan itu sudah ada sejak tahun 1974, yang mana 

terdapat dalam pasal 29 undang- undang perkawinan bahwa perjanjian 

perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau 

sebelum perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi orang orang pada waktu 

itu masih banyak yang tidak menghiraukan akan adanya perjanjian 

perkawinan ini. 

Dengan perkembangan zaman dan perkembangan pemikiran pada 

masyarakat yang mana berfikiran untuk melakukan perjanjian perkawinan. 

Dengan melakukan perjanjian perkawinan ini, maka mereka akan 

membuat kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak yang 

bersangkutan yakni istri dan suami ataupun calan suami istri yang akan 

dinaungi oleh hukum. Salah satu jenis perjanjian perkawinan yang 

dilakukan oleh orang-orang adalah perjanjian perkawinan tentang 

pemisahan harta.   

Perjanjian perkawinan juga dapat difungsikan sebagai perlindungan 

diri, Karena isi dalam perjanjian perkawinan sendiri tidak hanya berupa 

tentang pemisahan harta antara suami dan istri. Isi dalam perjanjian 

perkawinan juga bisa hal hal yang berkaitan dengan kedua belah pihak. 

Akan tetapi kebanyakan orang yang melakukan perjanjian perkawinan itu 

untuk memisahkan harta bawaan mereka. 
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     Menurut Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa ”Dengan 

mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak 

menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-undang 

sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata 

susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala 

ketentuan dibawah ini”.
2 

 Perjanjian perkawinan menurut Soetojo Prawirohamidjojo ialah 

perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau 

pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat 

perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.
3
 

  Perjanjian perkawinan ini kebanyakan dilakukan oleh para 

kalangan yang memang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi dan 

para pekerja profesional juga bagi orang yang paham dan cakap 

hukumbegitu juga orang yang memang mengetahui perjanjian ini sebagai 

salah satu jalan untuk kepentingan bersama sebelumatau sedudah dan 

sedang mengucap janji suci pernikahan. Dan praktek perjanjian 

perkawinan ini kebanyakan digunakan sebagai kesepakatan bersama dalam 

bentuk tertulis yang mana dibuat dan disahkan oleh notaris. Didalam 

perjanjian ini mengikat kedua calon pengantin dan didalamnya berisi 

membahas tentang masalah pembagian harta kekayaan masing-masing 

atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak sehingga bisa 

                                                             
2 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 

1978) , 51. 
3 Soetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitrowinoto.. Pluralisme Dalam Perundang-undangan 

Perkawinan Di Indonesia,( Surabaya : Airlangga University Press, 1986), 57. 
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dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh 

kematian.
4
 

Pada saat ini perjanjian perkawinan bukanlah hal yang tabu bagi 

kalangan orang yang berlatar belakang pekerja profesional. Perjanjian 

perkawinan sendiri sekarang malah sudah menjadi kebutuhan bagi mereka. 

Yang mana memang perjanjian ini dianggap  bisa membantu mereka 

dalam kehidupan nya salah satunya adalah  untuk melindungi harta mereka 

masing- masing. 

Tentang Perjanjian Pra Nikah/ Perjanjian perkawinan diatur dalam 

pasal 29 ayat 1-4 yang pengertiannya adalah : ayat 1 yang berarti, Pada 

waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas 

persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan 

oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga 

terhadap pihak ketiga tersangkut.
5
  

Sekilas , perjanjian ini terlihat sebagai perjanjian yang seolah-olah 

mengharapkan atau meng amini terjadinya perpisahan antara pasangan 

calon pengantin. Akan tetapi, poin dari adanya perjajian perkawinan ini 

bukan seperti itu yang mana mempunya pemikiran negative di 

masyarakat.Dengan adanya perjanjian perkawinan ini sebenarnya 

mempunya hal yang positif yakni untuk membangun keluarga yang 

harmonis dan tidak semena mena dalam rumah tangga ataupun tidak 

merugikan salah satu pihak. Munculnya perjanjian perkawinan ini adalah 

                                                             
4  Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, 58. 
5 Moh. Idris Ramulyo,  Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) , 8. 
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dikarenakan adanya perkembangan dalam pemikiran masyarakt dan untuk 

melindungi harta mereka dalam kondisi dan situasi apapun. Dan perjanjian 

perkawinan ini sudah ada sejak tahun 1974, yang mana tertera pada uu no 

1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

 Tidak ada orang yang bisa memastikan dengan keyakinan tentang 

apa yang akan terjadi dan menimpa pada orang lain. Sehingga, walaupun 

kesannya tidak mendukung kokohnya pondasi rumah tangga yang 

dibangun seseorang, perjanjian ini  juga sama-sama melindungi harta 

pribadi baik dari pihak suami atau istri apabila  terjadinya hal hal yang 

tidak diharapkan dalam membangun rumah tangga yakni, perceraian atau 

kematian.
6
 

Disini orang yang melakukan perjanjian perkawinan adalah orang 

yang mempunyai latar belakang pekerja profesional dan orang-orang yang 

mengetahui atau faham hukum. Yang mana mereka menginginkan adanya 

pelindungan hukum terhadap harta bendanya. Sehingga ketika ada hal 

yang tidak diinginkan terjadi pada mereka, maka mereka sudah merasa 

aman dan menang dalam penjagaan harta bendanya. Dikarenakan 

perjanjian perkawinan itu dibuat dan disahkan oleh notaris atau 

sepengetahuan oleh KUA( Kantor Urusan Agama). 

 Begitu  juga ada orang yang mempunyai harta itu juga tidak 

melakukan perjanjian perkawinan yang mana mereka merasa tidak 

                                                             
6 Ahmad Daviq Nur Dziddan , Perjanjian pranikah dan akibat hukumnya ditinjau dari prespektif 

hukum nasional ( Jakarta:Visimedia Pustaka, 2011), 25.  
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mempunyai pemikiran atau kehawatiran. Sebagian besar dari mereka juga 

tidak mau hidup susah ataupun berurusan dengan pengadilan dan hukum. 

Maka dari itu peneliti sangatlah tertarik dalam meneliti hal ini. 

Dalam Penelitian ini saya sebagai penulis sekaligus peneliti mengangkat 

judul “ Implementasi Perjanjian Perkawinan Bagi Keluarga Pekerja 

Profesional”. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas tuntas problem 

yang ada. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa motivasi dan tujuan melakukan perjanjian perkawian? 

2. Bagaimana peranan Kantor Urusan Agama dalam pembuatan 

perjanjian perkawinan?  

C. Batasan Masalah 

 Agar peneliti ini tidak melebar dan fokus pada titik permasalahan 

yaitu implementasi perjanjian perkawinan bagi keluarga pekerja 

professional pada Kantor Urusan Agama Kota Malang.  

D. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui motivasi bagi calon pengantin ataupun pasangan 

pengantin melakukan perjanjian perkawinan 

2. Untuk mengetahui upaya ataupun peranan Kantor Urusan Agama 

kota Malang dalam pembuatan perjanjian perkawinan. 

E. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini dapat dibagi dua yaitu untuk kepentingan praktis 

dan kepentingan teoritis. 
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1. Manfaat Praktis 

 Dalam implementasi perjanjian pranikah yaitu melindungi harta pribadi 

baik dari pihak suami atau istri apabila  terjadinya hal hal yang tidak 

diharapkan dalam membangun rumah tangga yakni, perceraian atau kematian. 

ataupun untuk meminimalisiir konflik yang akan timbul dalam pernikahan. 

Pada penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kejelasan dari urgensi 

tentang perjanjian pranikah. 

2. Manfaat Teoritis 

Untuk memperluas wawasan serta menambah kekayaan kazanah keilmuan 

khususnya tentang implementasi perjanjian perkawinan bagi keluarga pekerja 

professional. 

F. Definisi Operasional 

1. Perjanjian 

  Perjanjian menurut kitab undang undang hukum perdata yang 

mengacu pada pasal 1313KUH Perdata yang berbunyi: “Kontrak atau 

persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.”Didalam pasal ini 

mengatakan bahwa kontrak sama artian dengan perjanjian yang mana 

perjanjian itu menimbulkan kewajiban- kewajiban bagi para pihak yang 

melakukan perjanjian
7
. 

 

                                                             
7 Much. Nurachmad,Buku pintar memahami & membuat surat perjanjian (Jakarta: Visimedia 

Pustaka, 2010), 4. 



9 
 

 
 

2. Perjanjian Perkawinan 

 Perjanjian Perkawinan Secara umum adalah perjanjian yang 

tertulis antara suami dan calon istri yang akan melangsungkan 

pernikahan, mengenai harta benda selama perkawinan mereka dan 

konsekuensi atas berkahirnya perkawinan mereka yang 

menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-

undang.
8
 contohnya, jika sudah menikah, pasangan suami istri akan 

terikat di dalam hukum pernikahan dan harta yang diperoleh 

selama perkawinan menjadi milik bersama. dengan adanya 

perjanjian pranikah ketentuan itu bisa tidak berlaku. perjanjian 

pranikah menjadi semacam jaminan kepastian supaya tidak ada 

yang dirugikan. perjanjian itu mengatur poin-poin yang disetujui 

kedua belah pihak. hal itu penting, mengingat banyak kasus 

perceraian yang rumit karena perebutan harta bersama dan hak 

asuh anak.Perjanjian pranikah diatur dalam bab VII Perjanjian 

Perkawinan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), Bab VII 

perjajian Kawin Pasal 139-179 Kitab Undang-Undang Hukum 

perdata, Serta Bab V Perjanjian perkawinan Pasal 29-34 Undang-

Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hukum Positif 

indonesia tidak mengatur lebih lanjut tentang isi dan bentuk 

perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah dapat dibuat pada waktu 

                                                             
8 Moh. Idris Ramulyo,  Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) , 5. 
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atau sebelum perkawinan dilangsungkan
9
 dan perjanjian tersebut 

mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan di depan pegawai 

pencatat nikah. perjanjian pranikah tidak boleh ditarik kembali atau 

di ubah selama berlangsungnya perkawinan, kecuali atas 

kesepakatan kedua belah pihak dan ada persetujuan untuk 

mengubahnya.dan apabila berkehendak di ubah, sebaiknya 

perubahan perjanjian tersebut harus melibatkan saksi atau notaris, 

serta perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. perjanjian 

mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan KUA tempat 

perkawinan dilangsungkan serta mengikat terhadap pihak ketika, 

sejak tanggal pendaftaran diumumkan suami istri dalam surat kabar 

setempat
10

 

3. Pekerja Profesional 

 Pekerja professional adalah dimana orang yang mempunyai 

pekerjaan yang melakukan nya dengan kemampuan yang tinggi. Pekerja 

Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintah 

maupun swasta yang memiliki kempetensi dan profesi pekerjaan.
11

 

4. KUA (Kantor Urusan Agama) 

 Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA 

Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan 

                                                             
9 Pasal 29 UU Perkawinan 
10 Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam 
11 Wikipedia.com 
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Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor 

Kementerian Agama kabupaten/kota
12

.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

 Supaya penyusunan penelitian ini menjadi terarah, sistematis, dan saling 

berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat 

menggambarkan susunannya sebagai berikut : 

 Bab I, merupakan bab pendahuluan yang meliputi beberapa keterangan 

yang menjalaskan tentang latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang 

timbulnya ide dan dasar pijakan penulis. Selanjutnya dari latar belakang terebut 

kemudian dirumuskan sebuah pertanyaan yang menjadi rumusan masalah. Setelah 

itu peneliti mencantumkan tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian yang berbentuk metode-metode penelitian ilmiah dengan 

langkah-langkah tertentu mulai dari pengumpulan data sampai menarik 

kesimpulan terhadap data-data yang sudah ada. Begitu juga pada bagian ini 

diutarakan tentang penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai parameter untuk 

mengetahui orisinalitas penelitian. Dan langkah terakhir, dalam bab ini akan 

diberikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari penelitian. 

 Bab II, berisi tentang penjelasan mengenai pengertian dari 

Pernikahan, dasar hukum pernikahan, Pengertian Perjanjian Perkawinan, 

Kedudukan perjanjian Perkawinan, Jenis-jenis  Perjanjian Perkawinan. 

                                                             
12

 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Bab 1 tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi. 
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 Bab III, merupakan uraian data yang didapat dari sumber para ahli dari 

KUA kecamatan Kedung Kandang, 

 Bab IV, merupakan analisis hasil peneltian tentang implementasi dari 

perjanjian perkawinan, deskripsi hasil penelitian, manfaat realitas mengenai 

perjanjian perkawinan, penyajian dan analisis data, serta interpretasi data 

perpekstif fiqih 

 Bab V, sebagai bagian akhir dari rangkaian penelitian disajikan tentang 

kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan begitu juga saran-saran. 

Dilam bagian kesimpulan yang berisi tentang jawaban singkat dari rumusan 

masalah yang ada dari penelitian tersebut. Adapun saran yangmana berisian 

tentang anjuran- anjuran untuk memberikan solusi demi kemaslahatan semua 

pihak



 
 

13 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkenaan dengan penulisan ini 

dilakukan  untuk menelaah kembali agar mendapatkan gambaran 

hubungan pembahasan antara peneliti sekarang dengan peneliti-peneliti 

sebelumnya. Dengan tujuan untuk menghindari kesamaan objek kajian, 
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sehingga masalah yang berkaitan dapat diselesaikan secara teliti dan 

tuntas. Diantara penelitian yang memiliki kesamaan yaitu: 

1. Anis Zainiah, fakultas Syariah, Jurusan Al-hwal al-

Syakhsyasiyyah, Universitas Islam Negri Malang dengan 

judul “Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang 

Perjanjian Perkawinan Pada Penetapan Perkara Perdata No 

264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negri Malang”. Penelitian ini 

membahas tentang Kekuatan hukum akta notaris tentang 

perjanjian perkawinan yakni mengacu pada undang undang 

No.30 Tahun 2004 tentang kenotariatan, serta dasar hukum 

dari akte tersebut. 

2. Ahmad Daviq Nur Dziddan, Universitas Muhammaddiyah 

Surakarta dengan judul,”Perjanjian Pranikah dan Akibat 

Hukumnya Ditinjau Dari Prespektif Hukum Nasional”. 

Penelitian ini membahas tentang pengertian dan pemahaman 

tentang perjanjian pra-nikah yang ada. Begitupula manfaat 

ataupun efek hukum yang terkandung dalam perjanjian 

perkawinan tersebut. Serta memahami perjanjian pra-nikah 

dan efek hukumnya ditinjau dari prespektif Hukum Nasional 

nya. 
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Tabel 1 

Peneletian Terdahulu 

No. Nama Instansi Tahun Judul Persamaan Perbedaan 

1. Anis Zainiah, 

Universitas Islam Negri 

Maulana Malik Ibrahim 

Malang 2011 

Analisis 

Kekuatan 

Hukum Akta 

Notaris Tentang 

Perjanjian 

Perkawinan 

Pada Penetapan 

Perkara Perdata 

No 

264/Pdt.P/2010 

di 

PengadilanNegri 

Malang 

Sama sama 

dalam 

meneliti 

tentang 

perjanjian 

perkawinan 

Peneliti lebih 

focus dalam 

implementasi 

perjanjian 

perkawinan 

bagi keluarga 

pekerja pofesi 

2. Ahmad Daviq Nur 

Dziddan,  Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

2017 

Perjanjian 

Pranikah Dan 

Akibat 

Hukumnya 

Ditinjau 

Dari Perspektif 

Sama sama  

meneliti 

tentang 

pendapat atau 

pengertian 

tentang 

Penelitian 

yang akan 

dilakukan 

adalah lebih 

pada 

Implementasi 
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B. Kerangka Teori 

1. Pengertian Perkawinan  

  Perkawinan atau pernikahan dalam Bahasa Arab disebut dengan 

dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup 

yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. 

Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:  

a) Menurut Hanabilah : nikah adalah akad yang menggunakan lafaz 

nikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat 

untuk bersenang-senang.
13

  

b)  Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang 

kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang 

laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang 

kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.
14

  

                                                             
13 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab ‘ala Mazahib al-Arba’ah, ( Beirut Libanon: Dar Ihya  al-Turas al-

Arabi, 1986), 3. 
14 Moh. Idris Ramulyo,  Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) , 2. 

Hukum 

Nasional 

perjanjian 

perkawinan 

perjanjian 

perkawinan 

bagi keluarga 

pekerja 

pofesional 
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  Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh 

karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai  

ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa 

perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, 

dan melaksanakannya merupakan ibadah.
15

 

  Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam 

Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan 

dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan 

keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.
16

 Tujuan perkawinan dalam 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang 

tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya 

dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga 

terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan 

sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang 

dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan di 

kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain 

dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. 

 

                                                             
15 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7. 
16 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam,( Yogyakarta: UI Pres, 2000), 86. 
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2. Dasar Hukum Perkawinan 

a) Dalil Al-Quran  

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 dan Al A‟raaf 

ayat 189 yang artinya secara urut sebagai berikut:  

ٌْ خِفْتىُْ ألََّا تقُْسِطُىا۟ فًِ  ًَٰ ٱوَإِ ًَ
ََٰ ٍَ  َكِحُىا۟ ٱفَ  نْيتَ ٌْ  نُِّسَاءِٓ ٱيَا طَابَ نَكُى يِّ ِ عَ ۖ فإَ ثَ وَزُبََٰ

ًَٰ وَثهََُٰ يَثَُْ

ٓ ألََّا تعَىُنىُا۟  خِفْتىُْ  ًَٰ نِكَ أدَََْ
ُكُىُْ ۚ ذََٰ ًََٰ حِدةًَ أوَْ يَا يَهكََتْ أيَْ  ألََّا تعَْدِنىُا۟ فَىََٰ

“Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka 

kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, 

atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu 

orang”. 

ٍَ إنِيَْهَا ۖ  نارِيٱهُىَ  ُْهَا شَوْجَهَا نِيَسْكُ حِدةٍَ وَجَعمََ يِ ٍ َافْسٍ وََٰ  خَهقََكُى يِّ

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya dia 

menciptakan isterinya agar dia merasa senang”. 

  Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan 

keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar 

tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), 

pergaulan yang saling mencintai (mawaddah), dan saling 

menyantuni (rahmah). 

b) Dalil As Sunah 

Dari H.R. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas‟ud 

r.a dari Rasulullah yang bersabda:  
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 ِ ٍِ يَسْعىُدٍ قاَلَ : قاَلَ نَُاَ زَسُىلُ اللَّا ِ بْ ٍْ عَبْدِ اللَّا ٍْ  –صلى الله عليه وسلم  –عَ : )) ياَ يَعْشَسَ انشاباَبِ , يَ

ٍْ نىَْ يَسْتطَِعْ فَعهَيَْهِ اسْتطََاعَ يِ  ٍُ نِهْفسَْجِ , وَيَ جْ فإََِاهُ أغََضُّ نِهْبَصَسِ , وَأحَْصَ ُْكُىْ انْباَءَة فهَْيتَصََوا

ىْوِ فإََِاهُ نَهُ وِجَاء    .))باِنصا

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki 

kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan 

pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak 

memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab 

puasa itu merupakan kendali baginya.”    

  Pada dasarnya hukum menikah itu adalah jaiz (boleh) 

namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi 

menjadi 4 macam, yaitu:   

a. Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan 

takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk 

dinikahi.   

b. Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu 

menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, 

hukum menikah baginya adalah sunnah.  

c. Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi 

nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan 

membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa 

dikendalikan, maka hukumnya haram untuk menikah.   
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d. Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan 

lahir batin, namun isterinya mau menerima kenyataan tersebut, 

maka hukum perkawinannya adalah makruh. 
17

 

 

3. Pengertian Perjanjian Perkawinan 

  Perjanjian perkawinan yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua 

calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan 

masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan 

itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.
18

 Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan 

yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan 

mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.
19

 

  Secara teoritis perjanjian perkawinan bisa dibuat bermacam-

macam mulai dari aturan yang tercantum dalam BW, maupun Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Bila seseorang mengadakan janji 

kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan 

pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka 

terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai 

hubungan antara yang satu dengan yang  lain.
20

 Dengan demikian 

perjanjian atau kontrak tersebut adalah sumber hukum formal, selama 

                                                             
17

 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam,( Yogyakarta: UI Pres, 2000), 88 
18 Abd Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat , (Bogor: Kencana, 2003), 119. 
19 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga,( Jakarta : Balai 

Pustaka, 2005) ,458. 
20 Hendi Suhendi , Fiqih Muamalah , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 45. 
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kontrak perjanjian tersebut adalah kontrak yang sah atau legal. Maka 

pengertian perjanjian perkawinan dapat diklasifikasikan menurut Undang-

undang perkawinan, Kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata, yaitu: 

a. Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang perkawinan 

No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam.  

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 29  

menjelaskan bahwa:  

1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau 

persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan 

oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga 

terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.  

2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-

batas hukum, agama dan kesusilaan.  

3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.  

4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, 

kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan 

perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
21

 

 Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 47 menyatakan bahwa: 

1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon 

mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai 

Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.  

                                                             
21  Departement agama RI, Himpunan Peraturan perundang - Undangan Dalam Lingkup Peradilan 

Agama,Undang-undang No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, 2001,138 
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2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta 

pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu 

tidak bertentangan dengan hukum Islam.  

3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi 

perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan 

ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau  

harta syarikat.
22

 

 Kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan 

dapat mengadakan suatu perjanjian perkawinan dalam beberapa bentuk  

yaitu : 

1. Taklik Ta‟lak 

2. Perjanjian lain yang tidak brtentangan dengan hukum islam 

 Perjanjian perkawinan yang disebutkan pada poin pertama 

penjelasan di atas adalah taklik ta‟lak. dalam suatu proses ijab kabul 

perkawinan. kita sering mnyaksikan adanya suatu ikrar atau janji yang 

dibaca oleh mempelai pria setelah ijab kabul selesai dilaksanakan. petugas 

dari Kantor Urusan Agama ( KUA ) biasanya meminta mempelai pria 

untuk membacakan janji atau ikrar yang dinamakan taklik ta‟lak. 

 Dalam Bahasa indonesia, taklik adalah perjanjian atau pernyataan 

yang berkenaan dengan perkawinan. sementara taklik ta‟lak adalah 

pernyataan jatuhnya talak atau cerai sesuai dengan janji yang telah di 

                                                             
22 Departement agama RI, Himpunan Peratura perundang - Undangan Dalam Lingkup Peradilan 

Agama , Instruksi Presiden No. 1 Tahun 19 91 Tentang Kompilasi Hukum Islam , 2001, 328. 
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ucapkan karena melanggar janji perkawinan.
23

  Lebih jelasnya, taklik 

ta‟lak adalah suatu perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria 

setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak 

yang digantugkan kepada suatu keadaan yang mungkin terjadi dimasa 

yang akan datang. 

 Dari isi taklik ta‟lak dapat diketahui bahwasanya apabila suami 

nantinya melanggar isi taklik ta‟lak, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan 

istri untuk menggugat cerai suaminya. perjanjian semacam ini menurut 

undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut 

kompilasi hukum islam, boleh dilaksanakan, selama perjanjian tersebut 

pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum islam. 

taklik ta‟lak sesuai dengan pasal 46 ayat (3) kompilasi hukum islam (KHI) 

bukanlah salah satu hal yang wajib ada dalam pelangsungan perkawinan. 

 Akan tetapi sekali taklik ta‟lak sudah diikrarkan dan diperjanjikan, 

maka taklik ta‟lak tersebut tidak dapat dicabut kembali. karena dari isi 

taklik ta‟lak tersebut dapat diketahui bahwasanya apabila suami nantinya 

melanggar isi taklik ta‟lak, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan istri 

untuk menggugat cerai suaminya kelak. 

 Oleh karena Taklik Ta‟lak merupakan ikrar sekaligus sebagai 

perjanjian , seharusnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan tanpa 

ada tekanan, mengingat taklik talak tersebut sekali diucapkan tidak dapat 

ditarik kembali, terlebih perjanjian taklik talak tersebut mengikat selama 

                                                             
23 KBBI Online : Pengertian Taklik Http://kbbi.web.id/taklik 
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perkawinan berlangsung atau bahkan seumur hidup. sehingga dapat 

dipahami bahwa sebelum pelaksanaan akad nikah, pegawai pencatat nikah 

perlu melakukan penelitian mengenai isi dari perjanjian taklik talak 

meskipun isi taklik talak sudah diatur oleh Menteri Agama.
24

 Naskah 

perjanjian taklik talak keumudian dilampirkan dalams alinan Akta Nikah 

yang sudah ditanda tangani oleh suami. 

 Karena sebelum akad nikah berlangsung, Pegawai Pencatat nikah 

perlu meneliti betul perjajian perkawinan yang telah dibuat oleh kedua 

calon mempelai, baik secara material atau isi perjanjian itu, maupun secara 

teknis bagaimana perjnjian itu telah disepakati mereka bersama.
25

 

 Ketika menerima gugatan perceraian dari pihak istri dengan alasan 

pelanggaran perjanjian dalam taklik talak, Pengadilan Agama pun harus 

benar-benar meneliti apakah sang suami menyetujui dan benar-benar 

mengucapkan sighat taklik talak atau tidak. secara yuridis formal, 

persetujuan dan pembacaan sighat taklik talak dapat dilihat pada akta 

nikahnya, meski tidak atau belum sepenuhnya dapat dijamin 

kebenarannya. 
26

 

 Kalau suami menandatangani di bawah sighat taklik talak, ia 

dianggao menyetujui dan membaca sighat taklik talak tersebut, kecuali ada 

keterangan lain apabila memperhatikan sighat taklik talak, dapat dipahami 

bahwa maksud dan tujuan dari sighat taklik talak adalah baik yaitu 

                                                             
24 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika,2009,42 
25 Drs. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003,155 
26 Drs. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003,156 
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melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam 

memenuhi kewajiban. 

 Oleh karena itu, amat penting untuk memperhatikan persetidak 

sebagai tanda setjujuan suami yang dibuktikan dengan membubuhi tanda 

tangan atau tidak sebagai tanda setuju pada sighat taklik talak. hal ini 

untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesulitan dalam 

menyelesaikan persoalan yang muncul dari sighat dimaksud.
27

 

b. Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata. 

 Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih”.
28

   

Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa ”Dengan mengadakan 

perjanjian kawin,kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan 

beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-undang sekitar persatuan 

harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik 

atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawah 

ini”.
29

 Dalam aturan pasal 147 BW dinyatakan bahwa perjanjian 

perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan 

perjanjian perkawinan harus dibuat dihadapan notaris. Jika perjanjian 

perkawinan tidak dibuat dihadapan notaris maka perjanjian itu batal dari 

hukum.   

                                                             
27 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika,2009,43 
28 Sudarsono, Kamus Hukum , (Jakarta: Rincka Cipta, 2007), 363. 
29 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata , (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1978) , 51. 
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 Perjanjian atau perikatan, perikatan mempunyai arti yang lebih luas 

dan umum dari perjanjian, sebab dalam KUH Perdata lebih dijelaskan 

secara jelas. Adapun yang dimaksud dengan perikatan dalam bab III KUH 

Perdata ialah: Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) 

antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut 

barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini 

diwajibkan memenuhi tuntutan itu.
30

 Perikatan adalah hubungan hukum 

antara dua pihak  

di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) 

berhak atas pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi 

itu.
31

 Suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau 

dari Undangundang, Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa ”Tiap - 

tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang - 

undang ”.
32

 

 

4. Kedudukan Perjanjian Perkawinan 

a. Kedudukan Perjanjian Perkawinan menurut KHI dan Undang-

undang  

Perkawinan tahun 1974. Dalam pasal 29, 47 (1) KHI disebutkan bahwa, 

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak 

                                                             
30

 Subekti, Pokok - Pokok Hukum Perdata , (Jakarta: PT Intermasa, 1983), 122-123. 
31 Riduan Syahrani , Seluk - Beluk Dan Asas - Asas Hukum Perdata , (Bandung: PT Alumni, 

2006),196. 
32 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata , (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1978) , 291. 
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dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat 

nikah mengenai  

kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan mempunyai 

syarat sah, yaitu:  

1) Tidak menyalahi hukum Syari‟ah  

 yang disepakati perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan 

dengan syari‟at Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian 

yang dibuat bertentangan dengan syari‟at Islam atau hakikat perkawinan, 

apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu 

diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Dengan sendirinya tidak 

ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau 

melaksanakan perjanjian tersebut dan dengan sendirinya batal demi 

hukum.  

2) Harus sama ridha dan ada pilihan  

 Masing-masing pihak rela atau ridha terhadap isi perjanjian 

tersebut, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. 

3) Harus jelas dan gamblang  

 Bahwa isi dari perjanjian tersebut harus jelas apa yang 

diperjanjikan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara 

para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari. 

b. Kedudukan Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata.  

 Sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab dengan 

melalui perjanjian pihak-pihak dapat membuat segala macam perikatan, 
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sesuai dengan asas kebebasan berkontarak yang terkandung dalam Buku 

III BW, tetapi seperti juga telah dikemukakan kebebasan berkontrak 

tersebut bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas, melainkan 

harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perjanjian.
33

 

Dalam perjanjian yang sah syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam 

 Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu:   

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.  

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.  

3) Adanya suatu hal tertentu.  

4) Adanya sebab yang halal.  

 Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua 

syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir 

merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.  

 

Kempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:   

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak   

 Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya 

kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah bahwa para pihak yang 

membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau 

saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para 

pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.
34

 

                                                             
33 Riduan, Syahrani, Seluk - Beluk Dan Asas - Asas Hukum Perdata , (Bandung: PT. Alumni, 

2003), 205. 
34 Riduan, Syahrani, Seluk - Beluk Dan Asas - Asas Hukum Perdata , (Bandung: PT. Alumni, 

2003) 205-206. 
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 Persetujuan dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-

diam. Perjanjian  

tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau 

penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang 

menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau 

penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan 

karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya 

“bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian 

yang demikian. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf 

manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh 

pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar. 

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum   

 Menurut 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap 

menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk 

melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan 

yang menimbulkan akibat hukum. 

3) Adanya suatu hal tertentu   

 Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi 

obyek suatu perjanjian.
35

 Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau 

suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH 

Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang 

dapat menjadi pokokpokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata 

                                                             
35 Riduan, Syahrani, Seluk - Beluk Dan Asas - Asas Hukum Perdata , (Bandung: PT. Alumni, 

2003), 209. 
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menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu 

barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi 

halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat 

ditentukan atau dihitung. 

4) Adanya sebab yang halal   

 Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai 

sebab ( orzaak, causa ). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu 

yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Tetapi 

menurut riwayatnya, yang dimaksud adalah tujuan, yaitu apa yang 

dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu, dengan 

kata lain causa berarti isi perjanjian itu sendiri.
36

 Adapun sebab yang 

tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dari uraian di atas, apabila 

syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta 

supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada 

yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, 

apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi 

hukum. Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan 

apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka 

menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai 

kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang. 

Berakhirnya Perjanjian karena hal-hal berikut:  

                                                             
36 Subekti, Pokok - pokok hukum perdata , (Jakarta: PT Intermasa, 1983), 137. 
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Dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan tentang cara berakhirnya 

suatu perikatan, yaitu : “Perikatan-perikatan hapus karena   

1) pembayaran;   

2) karena penawaran pembayaran tunai  diikuti dengan penyimpanan atau 

penitipan;   

3) karena pembaharuan hutang;    

4) karena kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik;   

5) karena percampuran hutang;   

6) karena pembebasan hutangnya;    

7) karena musnahnya barang yang terhutang;    

8) karena kebatalan atau pembatalan;   

9) karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu 

buku ini;  

10) karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab 

tersendiri".   

 Adanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan 

lembaga penyelesaian perselisihan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap; atau adanya keadaan atau kejadian tertentu yang 

dicantumkan dalam perjanjian yang dapat menyebabkan berakhirnya 

perjanjian.   
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5. Jenis-Jenis Perjanjian Perkawinan 

a. Jenis-jenis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang 

Perkawinan Tahun 1974 dan KHI.  

Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan dalam pasal 45 KHI :  

1) Ta‟lik talak.  

2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Dalam 

pasal 47 (2) disebutkan bahwa, perjanjian itu dapat berupa harta 

pribadi atau pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. Mengenai bentuk perjanjian 

perkawinan yang lain meliputi permasalahan sebagai berikut:
37

 

Hal yang menyangkut kedudukan harta dalam perkawinan  

1) Boleh berisi percampuran harta pribadi. 

2) Pemisahan harta pencaharian masing-masing.  

3) Kewenangan pembebanan harta pribadi dan harta bersama.  

4) Perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh menghilangkan 

kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini 

ditunjukkan untuk melindungi istri atas hasil pencahariannya. 

 

b. Jenis-Jenis Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata.  

Jenis-jenis perjanjian dilihat dari pengaturan dalam KUH Perdata 

dapat diuraikan satu persatu, yaitu:  

1) Perikatan bersyarat;  

                                                             
37 Moh. Mahfud , Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia , (Yogyakarta: UII 

Press, 1933) 84-85 
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2) Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu:  

3) Perikatan yang membolehkan memilih;  

4) Perikatan tanggung menanggung;  

5) Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi;  

6) Perikatan dengan penetapan hukuman;
38

                                                             
38 Subekti, Pokok - pokok hukum perdata , (Jakarta: PT Intermasa, 1983), 128-131. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan Metode yuridis empiris 

atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Dimana penelitian ini 

bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari sumber utama 

dilapangan
39

, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai alasan 

melakukakn perjanjian pra-nikah serta apa yang terjadi dalam kenyataan di 

lapangan, yakni praktek atau dilaksanakanya perjanjian pranikah oleh 

                                                             
39 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar grafika, 2008),  
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calon pengantin. Selain data lapangan yang ada, penelitian ini akan 

dilengkapi dengan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait yang 

ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang. 

  Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, jika dilihat dari 

sifat penelitiannya. Dimana penelitian deskriptif memiliki maksud untuk 

memaparkan suatu hal di daerah tertentu, yang gambaran berupa data awal 

tentang permasalahan yang sudah dimiliki oleh peneliti
40

. 

B. Pendekatan Penelitian 

  Berdasarkan judul yang peneliti angkat, maka jenis pendekatan 

yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang mana pendekatan ini 

memungkinkan untuk menjelaskan dan menganalisa tentang praktek 

perjanjian perkawinan di KUA Kota Malang. 

C. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di seluruh Kantor Urusan Agama Kota 

Malang, karena peneliti ingin mengtahui tentang paparan data yang 

diberikan oleh para ahli dari seluruh Kantor Urusan Agama yang ada di 

Kota Malang tentang perjanjian perkawinan. Terdapat lima Kantor Urusan 

Agama yang ada di Kota Malang yaitu ; KUA Lowokwaru, KUA Sukun, 

KUA Blimbing, KUA Kedungkandang, KUA Klojen serta para pihak-

pihak yang melakukan perjanjian perkawinan. Peneliti ingin 

melakukannya di seluruh Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Malang 

                                                             
40 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, 8   
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karena ingin mengetahui seberapa banyak orang yang melakukan 

perjanjian perkawinan serta bagaimana pendapat atau tujuan dari para 

informan mengenai Perjanjian perkawinan. 

D. Jenis dan Sumber Data 

   1. Sumber data primer  

Sumber data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara 

langsung dan wawancara lebih mendalam dengan narasumber. Dalam hal ini, 

data primer diperoleh langsung dari lapangan yang berupa hasil wawancara 

pemahaman tentang Implementasi perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh 

warga sekitar. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber 

individu atau perorangan yang terlibat langsung dalam hal ini.  

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua 

sebagai pelengkap, diantaranya yaitu buku, jurnal, artikel, berita dan lain-lain 

yang menjadi sumber rujukan dari tema yang diangkat
41

. Sumber data 

tambahan atau disebut dengan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai 

literasi dan peraturan yang melengkapi data primer
42

. Tambahan sumber data 

disini diambil dari buku buku yang menjelaskan dan membahas tentang 

perjanjian perkawinan, dan dokumen dari Kantor Urusan Agama kota Malang. 

 

 

 

                                                             
41 Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantittatif dan Kualitatif 

(Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.   
42 Seojarno Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 12   
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E.  Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut : 

a) Wawancara 

 Dalam teknik wawancara, pewawancara (Interviewer) mengajukan 

pertanyaan dan yang di wawancarai (iterviewer) untuk memberikan jawaban. 

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang 

tidak terstruktur,
43

 artinya pedoman wawancara hanya dibuat dengan garis 

besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan mengalir seperti 

percakapan sehari-hari. Dalam hal ini yang menjadi obyek wawancara 

penelitian terhadap Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat yang bersangkutan.  

b) Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi ini dapat berupa sumber data tertulis maupun gambar. 

Dimana sumber tersebut diantaranya adalah dokumen resmi, buku, arsip, dan 

foto terkait penerapan adanya praktek perjanjian perkawinan di Kota Malang  

F.  Metode Pengolahan Data 

 Untuk mendapatkan penelitian yang akurat, maka metode pengolahan data 

yang dipakai adalah : 

 

 

                                                             
43 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: RemajaRosdaKarya, 2006), 191. 



38 
 

 
 

a) Editing (Pemeriksaan Data) 

Proses editing adalah meneliti kembali catatan peneliti untuk mengetahui 

apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat diproses ke tahap 

selanjutnya.
44

 

Tahap ini sangat penting agar kevaliditasan penelitian terjamin, sehingga 

tidak ada lagi data yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini, 

yakni penerapan adanya praktek perjanjian perkawinan di Kota Malang  

 

b) Calssifying 

Proses klasifikasi adalah mengklasifikasikan data yang diperoleh agar lebih 

mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
45

 

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, maka penelitian ini disusun dengan 

sistematis. Sehingga sumber data yang ada diklasifikasikan menurut kelas-kelas 

tertentu sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga informasi yang ingin 

disampaikan penelitipun data dengan mudah ditemukan. 

c) Analyzying 

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, 

mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. 

Selanjutnya peneliti membangun dan mendeskripsikan melalui analisis dan nalar, 

                                                             
44Koenjaraninggrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Bina Asara, 2002), 206. 
45 LKP2M, Research Book For LKP2M (Malang: LKP2M UIN, 2005), 50. 
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sehingga pada akhirnya dapat diperoleh tentang urgensi dari implementasi 

perjanjian pranikah. 

d) Conclusing 

Kesimpulan adalah proses terakhir dalam proses pengolahan data suatu 

penelitian. Hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan kemudian 

ditarik sebuah kesimpulan yang akhirnya menjadi jawaban atas rumusan 

masalah.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Paparan Data 

1. Gambaran Kondisi Objek Penelitian 

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan tentang bagaiman gambaran 

kondisi wilayah dari tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian, yang 

didalamnya meliputi letak geografis wilayah penelitian yaitu tiga Kantor Urusan 

Agama di Kota Malang.Akan tetapi dalam meneliti kasus lebih focus pada 

KUA(Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kedungkandang. Hal ini akan 

diperuntukkan sebagai rujukan awal peneliti dalam melakukan penelitian. 
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Didalam hal ini Orang yang melakukan perjajian perkawinan di KUA 

Kedungkandang itu hanya ada 3 orang. Dan masih belum ada lagi yang 

melakukan perjanjian perkawinan tersebut. 

1. Letak Geografis 

A. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang  

 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang beralamatkan 

di Jalan Raya Ki Ageng Gribig, Kedungkandang, kec. 

Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65138, 

Telpon(0341)710053. Terletak di sebelah utara  Kecamatan Pakis 

Kabupaten Malang, sebelah timur Kecamatan Tumpang dan 

Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, sebelah selatan Kecamatan 

Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, sebelah 

barat Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Blimbing 

Kota Malang 

 Secara geografis, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang 

terletak antara 112036‟14” – 112040‟42” Bujur Timur dan 077036‟38” 

– 008001‟57” Lintang Selatan. Kecamatan Kedungkandang terletak 

pada ketinggian 440 – 460 meter diatas permukaan laut (dpl). Di 

sebelah timur wilayah Kecamatan Kedungkandang terdapat daerah 

perbukitan Gunung Buring yang memanjang dari utara ke selatan yang 

meliputi Kelurahan Cemorokandang, Kelurahan Madyopuro, 

Kelurahan Lesanpuro, Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Buring, 

Kelurahan Wonokoyo, Kelurahan Tlogowaru dan Kelurahan 
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Cemorokandang. Luas wilayah Kecamatan Kedungkandang adalah 

3.989 Ha atau 39,89 Km2 dengan batas wilayah sebagai berikut : 

 Kecamatan Kedungkandang merupakan bagian dari Kota Malang 

yang Potensi pertanian di Kecamatan Kedungkandang masih cukup 

besar, hal tersebut dapat diketahui dari jumlah lahan pertanian di 

Kecamatan Kedungkandang yang seluas kurang lebih 1.898 Ha atau 

48% dari luas wilayah Kecamatan yaitu 3.989 Ha.Mayoritas penduduk 

Kecamatan Kedungkandang berprofesi sebagai pedagang, pegawai
46

. 

B. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing 

 Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing beralamatkan di Jalan 

Indragiri IV/11 Telpon (0341) 471104. Terletak pada titik koordinat 

7°59‵30.04‶ LS dan 112°38‵51.68‶ dengan ketinggian 430 dari 

permukaan air laut. KUA Blimbing berada pada 2.21 Km dari Tugu 

Balai Kota Malang. KUA Blimbing memiliki wilayah kerja terluas 

dibandingkan dengan KUA lainnya. Wilayah kerja KUA Blimbing 

60% berada di utara kota Malang.
47

 

C.  Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru 

 Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru berada pada titik 

sentral kota Malang yang beralamat di Jalan Candi Panggung, nomor 

54, Telpon (0341) 482276. Terletak di sebelah timur dengan 

Kecamatan Blimbing, selatan dengan Kecamatan Lowokwaru, barat 

dengan Kecamatan Dau dan utara berbatasan dengan Kecamatan 

                                                             
46http://kuakedungkandang.blogspot.com/?m=1, diakses tanggal 3 Oktober 2019 
47

“Selayang Pandang KUA Kecamatan Blimbing Se-kota Malang”, http://kua-kecamatan-

blimbing.blogspot.com/?m=1, diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
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Karang Ploso. KUA Lowokwaru berada pada titik kordinat -

7°57‵32.73‶ LS dan 112°37‵22.98‶ BT -7°56‵22.6‶ Lintang Selatan 

112°37‵25.9‶ Bujur Timur dengan Ketinggian 460 m dari permukaan 

air laut. Daerah KUA ini memiliki suhu minimum 20 C dan maksimum 

28 C dengan curah hujan rata-rata 2.71 mm.
48

 

2. Identitas Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang 

 Dalam penelitian ini, peneliti mewancarai 3 KUA Kota Malang, 

yaitu  KUA Kedungkandang, KUA Lowokwaru, dan KUA Blimbing. 

Untuk mendiskripsikan suatu Implementasi ataupun kejadian dan 

praktek dalam perjanjian perkawinan dari KUA kota malang mengenai 

penelitian yang berjudul Implementasi perjanjian perkawinan bagi 

keluarga pekerja profesional (Studi di Kantor Urusan Agama Kota 

Malang). Berikut identitas Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang 

antara lain yaitu :  

a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru 

Nama    : Anas Fauzie, M.Ag 

Tempat/Tanggal Lahir  : 25 Mei 1970 

Pangkat/Golongan  : IV/a 

Jabatan    : Kepala KUA 

Pendidikan    : Magister 

b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing 

Nama    : H. Atim Wahyudi, S. Pdi 
                                                             
48

 “Selayang Pandang KUA Kecamatan Lowokwaru Se-kota Malang”, 
http://kualowokwarumalang.blogspot.com/2015/01/selayang-pandang-kua-kecamatan.html 
diakses tanggal 3 Oktobeter 2019. 
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Jabatan    : Penghulu  

Pendidikan    : Sarjana 

 

c. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang 

Nama    : Ahmad Hadiri, S.Ag 

Tempat/Tanggal Lahir  : Sumenep, 22 Juni 1975 

Pangkat/Golongan  : III/c 

Jabatan    : Kepala KUA 

Pendidikan    : S1 Syariah IAIN Sunan Ampel 

Surabaya 

3. Hasil Wawancara tentang Implementasi Perjanjian Perkawinan Bagi 

Keluarga Pekerja Profesional 

 Menurut hasil Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti kepada Kepala 

KUA (Kantor Urusan Agama) Kedungkandang ( Bapak Ahmad Hadiri, S.Ag), 

bahwasanya Perjanjian perkawinan itu sudah ada sejak tahun 1974 yang terdapat 

pada Pasal 29 undang-undang no.1 tahun 1974. 

Perjanjian perkawinan itu sebenarnya ada dua yakni: 

1. Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak 

2. Perjanjian sighot ta‟lik 

 Kedua  perjanjian tersebut itu selalu ditawarkan kepada semua calon 

pengantin. Apakah mereka akan melakukan perjanjian perkawinan atau tidak?. 

Adapun menurut pengalaman kepala Kantor Urusan Agama itu orang yang 

melakukan perjanjian perkawinan yangmana perjanjian perkawinan tersebut 
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dibuat dan disahkan oleh notaris itu 95%  tidak ada ataupun tidak melakukan 

perjanjian tersebut. Akan tetapi orang yang melakukan perjanjian shighot ta‟lik 

itu hampir 99% mereka melakukan nya.  

 Didalam penyampaian ataupun penawaran tentang perjanjian perkawinan 

tersebut itu dilakuakan oleh staf kantor urusan agama ketika dalam pemeriksaan, 

pendaftaran pernikahan atau sebagainya. Inilah salah satu cara staf Kantor 

Urusan Agama dalam mensosialisasikan tentang perjanjian perkawinan tersebut. 

Akan tetapi kenyataan yang ada hanya sedikit orang yang melakukan perjanjian 

perkawinan yang disahkan oleh notaris. Adapun orang yang melakukan 

perjanjian perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kedungkandang 

terdapat tiga orang. 

  Dahulu Perjanjian pernikahan ini memang tidak dihiraukan oleh 

masyarakat. Bahkan anggapan orang terdahulu itu yang terpenting adalah 

menikah dan hidup rukun bersama sampai maut yang memisahkan. Dan orang 

yang mendapatkan jodoh itu sangatlah sudah cukup dan membanggakan 

keluarga. Namun, seiring perkembangan pemikiran dan zaman,  masyarakat 

mengalami perubahan dan kemajuan pemikiran, sehingga anggapan mengenai 

perjanjian pernikahan yang dulu tidak  dihiraukan kini menjadi perhatian khusus 

oleh beberapa kalangan masyarakat. Karena perjanjian perkawinan dilakukan 

untuk melindungi diri dari kesewena wenaan didalam rumah tangga ataupun 

melindungi harta bawaan. Akan tetapi kebanyakan orang yang melakukakn 

perjanjian perkawinan itu untuk memisahkan harta. 
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  Maka dari itu mulailah ada beberapa orang yang melakukan perjanjian 

perkawinan di kantor urusan agama kecamatan Kedung Kandang. Dalam hal ini 

perjanjian perkawinan itu sangatlah jarang dilakukan oleh masyarakat disekitar 

kecamatan kedung kandang. 

 Menurut bapak kepala kantor urusan agama orang yang melakukan 

perjanjian perkawinan itu memang orang- orang yang mempunyai latar belakang 

pekerja professional ataupun orang yang mempunyai latar belakang 

berpendidikan tinggi dan orang yang memang mempunyai harta yang berlimpah. 

Sebab mereka melakukan perjanjian pernikahan yaitu atas dasar rasa 

kekhawatiran apabila ada permasalahan rumah tangga kedepannya. Adapun 

perjanjian  perkawinan bertujuan untuk melindungi harta masing-masing dari 

pengakuan sepihak. Dan sebagian orang yang melakukan perjanjian perkawinan 

karena permintaan dari orang tua pengantin. 

 Adapun perjanjian perkawinan yang dibuat dan disahkan oleh notaris itu 

sudah merupakan perjanjian yang sah dan sudah dalam naungan hukum. Setelah 

selesainya pembuatan akta atau surat perjanjian perkawinan tersubut, maka 

kedua belah pihak itu membawa akta perjanjian tersebut ke Kantor Urusan 

Agama dimana mereka melakukan atau akan  melakukan  pernikahan. 

 Sementara itu, kewenangan KUA (Kantor Urusan Agama) dalam 

pembuatan perjanjian perkawinan adalah sebagai pencatat perjanjian perkawinan 

yang telah dilakukan atau dibuat di notaris. Dikarenakan perjanjian perkawinan 

yang dilakukan di notaris itu akan menjadi penyerta dalam kehidupan mereka. 

Maka dari itu harus dilakukan pencatatan didalam buku pernikahan mereka. 
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Semua itu dilakukan dengan tujuan agar tidak ada keingkaran antara kedua belah 

pihak dalam perjanjian perkawinan tersebut. Salah satu tujuan dari pencatatan 

perjanjian perkawinan di kantor urusan agama adalah agar tercatat didalam buku 

nikah ataupun akta nikah. Sehingga apabila suatu saat terjadi hilang nya akta 

perjanjian pekawinan yang dibuatkan di notaris maka tidak akan ada keingkaran 

diantara kedua belah pihak ataupun pihak yang bersangkutan, seperti halnya 

adalah anak keturunan nya atau ahli warisnya yang membutuhkan akta 

perjanjian perkawinan terserbut. Disinilah munculnya peranan KUA(Kantor 

Urusan Agama) dalam pembuatan perjanjian perkawinan.  Maka dari itu setelah 

melakukan perjanjian perkawinan yang dibuat ataupun disahkan di notirs harus 

dicatatkan di akta nikahya. Begitu pula, apabila sudah tercatatkan di akta nikah 

tersebut maka suatu hari ketika diperlukan data tersebut bisa ditelusuri ataupun 

dilihat melalui pencatatan pernikahan. 

 Didalam pelaksanaan pencatatan perjanjian perkawinan di KUA (Kantor 

Urusan Agama) itu tidak harus sesuai alamat tinggal mereka ataupun sesuai 

dengan KTP, akan tetapi mereka boleh melakukan pencatatan perjanjian 

perkawinan tersebut harus sesuai dengan dimana mereka melangsungkan 

pernikahan. Jadi pencatatan perjanjian perkawinan itu bisa dilakukan di KUA 

(Kantor Urusan Agama) dimana mereka melangsungkan perkawinan. 

 Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru (Anas 

Fauzie, M.Ag) bahwasanya Perjanjian pernikahan ada sudah lama, pada zaman 

dulu masyarakat sangatlah tidak menghiraukan dengan adanya perjanjian 

perkawinan ini. Yang terpenting adalah melakukan pernikahan dengan halal dan 
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sah tanpa memikirkan perjanjian pernikahan. Namun, semakin berkembangnya 

zaman masyarakat mulai sadar akan pentingnya melakukan perjanjian 

perkawinan. Karena perjanjian perkawinan ini dilakukan untuk melindungi diri 

dari keserakahan didalam rumah tangga tentang harta. Dan sementara itu, orang-

orang melakukan perjanjian perkawinan itu untuk pemisahan harta bawaan 

dengan harta milik bersama, supaya nanti apabila salah satu dari keluarga ( 

Suami atau istri ) meninggal, harta bawaan dan harta milik bersama bisa terpisah 

dan tidak tercampur atau di akuisisi oleh salah satu pihak. Perjanjian Perkawinan 

ini dilakukan boleh dimana saja. Akan tapi pencatatanya harus dilakukan di 

Kantor Urusan Agama berdasarkan domisili Kependudukan. Untuk saat ini 

masyarakat kecamatan Lowokwaru belum ada yang melakukan perjanjian 

perkawinan. Pada dasarnya itu perjanjian perkawinan itu juga merupakan sighat 

taklik.  

 Menurut salah satu Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Blimbing ( Bapak Atim Wahyudi, S.Pdi) , Beliau menjabat sebagai penghulu di 

kantor urusan agama Blimbing, Beliau merupakan senior di KUA Blimbing.  

Menurut beliau perjanjian perkawinan itu memang sudah sejak tahun 1974 yang 

sesuai tercantum di undang undang perkawinan. Akan tetapi pada zaman dulu 

itu masih banyak orang yang tidak mengerti dan memahami akan hal nya 

perjanjian perkawinan tersebut. Pada zaman dulu orang itu hanya beranggapan 

yang menemukan jodohnya dan menikah itu saja sudah sangat cukup. Tanpa ada 

pemikiran pembuatan perjanjian perkawinan yang mana dalam pembuatan 

perjanjian perkawinan tersebut tidak sederhana. Begitu juga orang pada zaman 
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dulu itu tidak mau hidup yang terlalu menyusahkan atau juga bisa dikatakan 

hidup yang tidak praktis. Begitu juga mereka beranggapan bahwasanya sesuatu 

yang berurusan dengan pengadilan ataupun yang berhubungan dengan itu sangat 

dihindari. Akan tetapi dengan adanya berkembangnya zaman ini orang orang 

mulai berkembang pula dalam pemikirannya.  

 Meskipun sudah berkembang nya zaman dan berkembangnya pemikiran 

masih sangat sedikit orang yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut. Dan 

kebanyakan orang yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut tentang 

pemisahan harta. Maka dari itu orang yang melakukan perjanjian perkawinan itu 

memang orang yang berlatar belakang berpendidikan tinggi, pekerja profesional 

dan paham dalam hukum.  

 Meskipun didalam perjanjian perkawinan tersebut boleh melakukan 

perjanjian apapun selama tidak melanggar undang undang dan agama, akan 

tetapi hamper semuanya orang yang melakukakn perjanjian perkawinan itu 

tentang pemisahan harta, baik harta dari pemberian orang tua ataupun harta yang 

didapatkan oleh masing masing pihak. Dan di KUA (Kantor Urusan Agama) 

kecamatan Blimbing itu masih belum ada yang melakukan nya.  

3. Isi Perjanjian Perkawinan  

a. Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Tuan Frens Musters dan 

Nyonya Antar Andijan Sulawati ini adalah tentang pemisahan harta. Mereka 

adalah salah satu pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan, yang mana 

salah satu dari mereka adalah warga Negara asing. Didalam surat perjanjian 

tersebut  menjelaskan bahwasanya apabila ada perpisahan antara kedua belah 
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pihak maka akan ada beberapa hal tetang pemisahan harta dan juga hak dan 

kewajiban yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Seperti halnya tentang 

harta yakni, apabila terjadi perpisahan atau juga yang disebut perceraian maka 

dalam pembagian harta tersebut harus diketahui darimana mereka memperoleh. 

Apabila harta tersebut diperoleh sebelum berlangsung nya pernikahn seperti 

halnya diperoleh dari harta warisan dari orang tuanya, maka harta tersebut akan 

tetap menjadi harta bawaan atau menjadi milik pribadi dan bukan termasuk harta 

bersama. Begitu juga tentang kewajiaban dalam pembayaran pengasuhan anak 

meraka. Ada beberapa persyaratan biaya ataupun yang lainya yang telah dibuat 

dan disepakati kedua belah pihak. 

b. Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh tuan A dengan nyonya J 

adalah tentang pemisahan harta, akan tetapi mereka juga mengatur tentang hak 

dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak seperti 

halnya,semua harta yang dimiliki atau didapat dari diri sendiri ataupun hadiah 

itu adalah hak masing masing atau harta masing masing. Begitu pula apabila 

terdapat utang piutang sebulum ataupun sesudah perkawinan berlangsung maka 

itu adalah tanggungan masing masing dan bukan ditanggungkan bersama. Serta 

tentang tanggub jawab pihak suami itu harus memberikan biaya biaya belanja 

rumah tangga, serta biaya hidup yang lain nya sepertihalnya biaya pendidikan 

anak dan pemeliharaan anak yang telah dilahirkan ataupun masih dalam 

kandungan. Dan apabila terjadi perpisahan antara kedua pelah pihak maka 

semua harta benda atau barang-barang , yakni termasuk pakaian pribadi ataupun 

benda yng dipakai atau dimiliki oleh masing masing pihak maka akan tetap 
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menjadi kepunyakan masing masing akan tetapi akan menjadi kepemilikan ahli 

waris masing-masing apabila berakhirnya perkawinan tersebut dikarenakan 

kematian. 

c. Perjanjian perkawina yang dilakukan oleh Tuan Alexander Fairgrieve dan 

Nyonya Mudamawiyah yang mana dalam perjanjian perkawinan nya juga 

tentang pemisahan harta. Seperti halnya tentangharta masing masing yang 

didapat ataupun dimiliki oleh masing masing pihak itu akan menjadi 

kepemilikan mereka masing masing. Sejak perjanjian perkawinan ini dibuat dan 

di tanda tangani dan disahkan oleh notaris maka tidak ada percampuran harta 

antar kedua belah pihak. Semua tanggungan ataupun hutang yang dilakukan oleh 

masing masing maka akan menjadi beban ataupun tanggungan masing masing 

juga. Istri akan mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang 

tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperolehnya 

kemudian hari, dan bebas dalam menggunakanya. Didalam mengurus harta istri 

itu suami tidak diperkenankan untuk mengurus atau kekuasaan dari suami. 

Begitu pula terdapat perjanjian tentang tanggup jawab suami dalam pembiayaan 

untuk rumah tangga dan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak, baik 

anak yang sudah terlahir didunia maupun yang masih dalam kandungan. Dan 

untuk barang barang yang berupa pakaian ataupun barang pribadi yang 

digunakan sehari hari maka apabila terjadi putusnya perkawinan akan menjadi 

hak milik masing masing ataupun ahli waris masing masing. 

Didalam rumah tangga apabila terdapat percecokan ataupun permasalahan akan 

diselesaikan dengan kekeluargaan  atau musyawarah untuk mufakat.dan apabila 



52 
 

 
 

permasalahan tersebut belum terpecahkan juga maka kedua belah pihak sepakat 

akan menyelesaikan nya di Pengadilan Negeri Kota Malang. 

 Hampir sebagian besar orang yang melakukan perjanjian perkawinan itu 

bertujuan untuk memisahkan harta bawaan ataupun harta yang dihasilkan oleh 

masing masing pihak. Dan sangat jarang bagi pelaku perjanjian perkawinan itu 

membuat perjanjian perkawinan yang tidak berurusan selain permasalahan 

pemisahan harta. Meskipun ada akan tetapi sangatlah jarang. 

 Bagi keluarga yang tidak melakukan perjanjian perkawinan itu juga 

mempunyai alasan masing masing. Meskipun mereka juga termasuk orang yang 

mempunyai latar belakang pekerja professional dan harta yang berlebihan. 

Mereka tidak melakukakan perkkjanjian perkawinan dikarenakan mereka tidak 

mempunyai pemikiran untuk membuta perjanjian perkawinan tersebut.  

B. Analisis Data 

 Dari paparan data diatas merupakan hasil dari wawancara yang telah 

dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Kota Malang. Berdasarkan 

pemaparan data tersebut peneliti telah mendapatkan jawaban dari rumusan 

masalah. Berikut adalah jawaban-jawaban yang telah dianalisa menggunakan 

kajian pustaka yang telah tercantum pada bab II yaitu: 

1. Motivasi Dan Tujuan Melakukan Perjanjian Perkawinan 

 Motivasi pelaku perjanjian perkawinan itu sangatlah berfariasi. Mereka 

melakukan perjanjian perkawinan itu bukan hanya karana keingina mereka 

masing masing. Akan tetapi ada pihak pihak yang lainya yang mendorong 
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mereka membuat perjanjian perkawinan tersebut.Ada beberapa alasan yang 

menyebabkan mereka melakukan perjanjian perkawinan tersebut adalah: 

a. Mereka melakukan perjanjian perkawinan dikarenakan memang 

merasa bahwasanya mereka memerlukan dan salah satu dari 

kebutuhan dalam hidupnya. Begitu juga mereka beranggapan dengan 

adanya perjanjian perkawinan tersebut mereka merasa aman di bawah 

naungan hukum. 

b. Mereka yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut ada yang 

dikarenakan mereka menikah dengan berbeda warga Negara, yang 

mana salah satu dari pasangan tersebut adalah berasal dari warga 

Negara asing. Maka dari itu mereka melakukan perjanjian perkawinan 

guna untuk melindungi diri. 

c. Mereka yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut dikarenakan 

memang mereka tidak mau adanya percampuran harta. 

 Menurut pendapat bapak Ahmad Hadiri, S. Ag. sebagai kepala 

kantor urusan agama kecamatan Kedungkandang melihat adanya 

orang yang melakukan perjanjian perkawinan di daerah kantor urusan 

agama kecamatan Kedungkandang ini memang mereka merasa  butuh 

melakukan perjanjian perkawinan tersebut dikarenakan mereka 

mempunyai keinginan untuk tidak ada percampuran harta antara 

suami dan istri. begitu juga ada alasan-alasan yang lain dalam 

melakukan perjanjian perkawinan tersebut yakni ada pihak ketiga 

yang menginginkan adanya perjanjian perkawinan tersebut 
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dikarenakan ada kekhawatiran dalam masalah harta bawaan sebelum 

melakukan pernikahan ataupun harta yang dihasilkan dari diri sendiri 

masing-masing.dan ada alasan-alasan tertentu yang mana mereka 

melakukan perjanjian perkawinan tersebut dikarenakan mempunyai 

rasa kekhawatiran akan adanya ketidakadilan di dalam rumah 

tangganya. Begitu juga dalam perjanjian perkawinan tersebut mereka 

beranggapan bahwa sanya setelah melakukan perjanjian perkawinan 

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak mereka merasa 

terlindungi di bawah naungan hukum. 

 Begitu juga menurut pendapat bapak H. Atim Wahyudi, S.Pdt 

sebagai penghulu di kantor urusan agama kecamatan Blimbing orang-

orang yang melakukan perjanjian perkawinan itu mempunyai alasan 

yang kuat yakni untuk melindungi diri dari pertikaian yang sangat 

sensitif yakni tentang harta. begitu juga orang yang melakukan 

perjanjian perkawinan tersebut itu memang memiliki rasa 

kekhawatiran dalam penjagaan harta bawaan yang mana tidak 

dihasilkan dari kedua belah pihak. Ada pula alasan yang lain yakni 

mereka menikah dengan warga asing yang mana di antara keduanya 

mempunyai kekhawatiran diri maka dari itu mereka melakukan 

perjanjian perkawinan. 

 Begitu juga menurut pendapat bapak Anas Fauzie, M.Ag selaku 

Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Lowokwaru perjanjian 

perkawinan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai latar 
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belakang pekerja profesional yang mana salah satu dari mereka itu ada 

yang paham hukum. adapun alasan-alasan yang memungkinkan 

mereka melakukan perjanjian perkawinan itu mereka tidak ingin 

berurusan lebih lanjut dengan pengadilan. Dengan mereka melakukan 

perjanjian perkawinan yang disahkan oleh notaris yang mana apabila 

perjanjian perkawinan tersebut telah sah di depan notaris.  ketika ada 

pertikaian tentang harta ataupun yang lainnya mereka tidak perlu lebih 

lanjut untuk menjelaskannya akan tetapi sudah jelas dan tertera di 

surat perjanjian perkawinan itu mereka sudah melakukan atau 

menyepakati suatu perjanjian tersebut. 

Dari hasil pemaparan di atas bahwasanya alasan orang 

melakukan perjanjian perkawinan itu adalah salah satu kebutuhan 

hidup bagi mereka. Begitu juga dengan adanya perkembangan zaman 

dan perkembangan pemikiran itu juga salah satu alasan  orang-orang 

untuk melakukan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan juga 

bertujuan  agar tidak ada penindasan atau ketidakadilan yang akan 

menimpa di antara kedua belah pihak di dalam rumah tangga. Dan 

mereka yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut itu hasil dari 

kesepakatan masing-masing pihak. Maka dari itu perjanjian 

perkawinan yang telah berlangsung di Kantor Urusan Agama 

kecamatan Kedungkandang ini sesuai dengan undang-undang yang 

telah tertera yakni pada undang-undang tahun 1974 yakni pada pasal 

29 ayat 1-4 yakni: 
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1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau 

persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan 

oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga 

terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.  

2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas 

hukum, agama dan kesusilaan.  

3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.  

4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, 

kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan 

perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
49

 

 

2. Peranan KUA( Kantor Urusan Agama) Dalam Melakukan 

Perjanjian  

 Rumusan kedua adalah dalam penelitian ini yakni tentang 

bagaimana peranan KUA ( Kantor Urusan Agama) dalam 

pembuaatan perjanjian perkawinan. Pada analisa ini peneliti akan 

akan menjelaskan dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara kepada Staf KUA( kantor urusan agama) Kota Malang. 

 Adapun paparan yang telah disampaikan oleh bapak 

Ahmad Hadiri, S.Ag. bahwasanya didalam pembuatan perjanjian 

perkawinan itu KUA (Kantor Urusan Agama) Sebagai pencatat di 

Akta nikah  nya pelaku perjanjian perkawinan. Didalam hal ini , 

                                                             
49 Departement agama RI, Himpunan Peraturan perundang - Undangan Dalam Lingkup Peradilan 

Agama,Undang-undang No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, 2001,138 
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adalah salah satu bagian yang terpenting untuk mencatat nya di 

akta pernikahan dikarenakan sebagai dokumen yang bisa bertahan 

untuk selamanya. Jika terjadi adanya kehilangan surat akta 

perjanjian maka bagi para pihak yang membutuhkan  bisa 

melihatnya dan mencarinya di Kantor Urusan Agama dimana 

mereka melakukan perkawinan dan mencatatkan perkawinannya. 

Begitu juga dilihat dari pandangan bapak H. Atim selaku 

staf Kantor Urusan Agama kecamatan Blimbing menjelaskan 

bahwasanya Kantor Urusan Agama itu berperan sebagai pencatat 

perjanjian perkawinan yang sudah disahkan oleh notaris di  akta 

nikah. Akan tetapi peranan kantor urusan agama juga sangat 

penting untuk mencatatkan perjanjian tersebut di buku nikah 

dikarenakan pencatatan tersebut tidak bisa dilakukan selain di 

kantor urusan agama. Maka dari itu notaris itu hanya sebagai 

lembaga yang mengesahkan tetapi tidak bisa mencatatkan dalam 

akta nikah. 

Begitu juga dilihat dari pandangan bapak Anis Fauzi selaku 

Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Lowokwaru peranan 

kantor urusan agama dalam pembuatan perjanjian perkawinan 

yaitu sebagai pencatat di dalam akta nikah mereka yang melakukan 

perjanjian perkawinan.dan mencatatkan perjanjian perkawinan di 

dalam akta nikah itu sesuai dengan di mana mereka melakukan 

pernikahan atau akan melakukan pernikahan. 
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Dari hasil pemaparan di atas bahwasanya peranan kantor urusan 

agama dalam pembuatan perjanjian perkawinan itu sebagai 

pencatat perjanjian perkawinan di dalam akta nikah. Yang mana 

pencatatan perjanjian perkawinan di akte nikah itu hanya kantor 

urusan agama yang bisa melakukannya.dalam hal ini peranan 

kantor urusan agama dalam pencatatan perjanjian perkawinan di 

akta nikah itu sangatlah penting yang tidak bisa dilakukan di 

notaris.  

 Pada kenyataan yang ada di lapangan mengenai perjanjian perkawinan, 

prosedur dan pelaksanaan perjanjian perkawinan sudah sesuai dengan Undang-

undang No. 1  Tahun 1974 pasal 29, ayat 1-4 orang yang melakukan perjanjian 

perkawinan boleh dilakukan oleh calon pasangan pengantin yang hendak 

menikah selagi tidak melanggar syariat islam atau Undang-Undang. 

 Dengan demikian kasus tersebut tidak menyalahi Undang-undang dan 

Hukum Syariat Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap implementasi perjanjian 

perkawinan bagi keluarga pekerja profsional di Kota Malang dan peranan KUA 

(Kantor Urusan Agama) dalam melakukan perjanjian perkawinan , maka dapat 

disimpulkan bahwa: 
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1. Di dalam melakukan perjanjian perkawinan itu boleh melakukan 

perjanjian tentang segala sesuatu yang telah disepakati kedua belah pihak 

yang maana tidak melanggar aturan sayariat dan undang undang, akan 

tetapi di dadalm praktek perjanjian perkawinan tersebut yang ada di 

lingkungan kecamatan kedungkandang itu melakukan perjanjian 

perkawinan yang membahas tentang harta.  

Selama ini perjanjian perkawinan itu memang hanya dilakukan oleh orang 

orang yang berlatar belakang pekerja professional. Yang mana mereka 

menganggap melakukakn perjanjian perkawinan itu adalah kebutuhan bagi 

mereka.  

Orang orang yang melakukan perjanjian perkawinan itu mempunyai alasan 

masing masing yaitu bisa disimpulkan mereka memang mebutuhkan untuk 

melakukan perjanjian tersebut. Salah satu alasan yang terpenting adalah 

untuk melindungi diri dari ketidak adilan ataupun percampuran harta 

dalam rumah tangga. 

2. Didalam melakukakn perjanjian perkawinan peranan KUA (Kantor Urusan 

Agama) mempunyai peranan penting yakni mencatatkan perjanjian 

perkawinan yang sudah di sahkan oleh notaris tersebut di akta nikah. 

Yangmana tidak bisa dilakukan oleh notaris dan hanya kantor urusan 

agama yang mencatatkanya di dalam akta nikah mereka. Ddalam hal yang 

lain, ketika perjanjian perkawinan itu hilang, itu bisa digunakan sebagai 

bukti kalau pelaku perjanjian perkawinan itu pernah melakukan nya dan 

mencatatkan nya di kantor urusan agama, dimana mereka melakukan 
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perkawinan. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama mempunyai peranan 

yang sangat penting  

B. Saran 

 Mengenai urgensi Perjanjian Perkawinan harus memang 

diperhatikan. Untuk para calon suami istri yang beragama islam yang akan 

melangsungkan perkawinan. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan 

diharapkan dapat memahami terlebih dahulu urgensi dari perjanjian 

perkawinan. Calon pasangan suami istri tersebut juga dianjurkan untuk 

mencari informasi dan kejelasan mengenai eksistensinya, syarat dan 

prosedur, serta akibat hukum diadakanya sebuah perjanjian perkawinan. 

Apabila kurang faham mengenai hal pencatatan atau pembuatan silahkan 

mengunjungi Kantor Urusan Agama atau ke Notaris 

 Serta untuk para petugas pemerintahan, supaya bisa melakukan 

sosialisai ataupun memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai 

perjanjian perkawinan. Dalam sosialisai harus dijelaskan secara detail 

tentang sisi positif atau manfaat dari ebuat sebuah perjanjian perkawinan 

yaitu sebagai pelindung hak dan kedudukan masing-masing pihak dari 

kesewenang-wenangan pihak lain dalam kehidupan berumahtangga, bukan 

sebagai bentuk ketidak percayaan terhadap calon pasangan. Dengan 

adanya sosialisasi tentang perjanjian perkawinan bertujuan untuk 

menambah pengetahuan kepada masyarakat awam yang kurang memahai 

mengenai perjanjian perkawinan tersebut 
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